KEPUTUSAN MENTERI AGAMA REPURBLIK INDONESIA

NOMOR 696
TENTANG

PEMBERIAN IZIN OPERASIONAL PENTDRIAN RAUDHATUL ATHFAL
USWATUN HASANAH KOTA PALEMBANG PROVINS]I SUMATERA SELATAN

Menimbang

Mengingat

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA,

a. bahwa dalam rangka pelaksanaan ketentuan Pasal 8 ayat {2)

T

&

Peraturan Menteri Agama Nomor 90 Tahun 2013 tentang
Penyelenggaraan Pendidikan Madrasah perlu memberikan izin
operasional terhadap Madrasah Swasta di lingkungan Kantor
Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sumarera Selatan:

bahwa dalam rangka meningkatkan akses pendidikan madrasah
vang bermuiu, perlu memberikan kesempatan masyvarakat melalui
organisasi berbadan hukum untuk menyelenggarakan madrasah
sesual dengan standar nasional pendidikan;

. bahwa madrasah vang tercantum di bawah ini telah memenuhi

persyaratan administratif, teknis, dan kelayakan yang telah
ditetaplkan;

. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam

muaruf a, b dan ¢ di atas, perlu menetapkan Keputusan Menteri
Agama Republik Indonesia tentang Pemberian lzin Operasional
Pendirian Raudhatul Athfal Uswatun Hasanah Kaota Palembang
Provins: Sumatera Selatan.

. Undang-Undang  Nomor 20 Tahun 2003 tentang  Sistem

rendidikan Nasional (lLembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republil Indonesia
Nomor 43011

. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen

(Lembaran Negara Republik Imdonesia Tahun 2005 Nomor 137,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4386);
Peraturan Pemermtah Nomor 19 Tahun 2003 tentang Standar
Nasional Pendidikan {(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor <4%0) sebagaimana lelah diubabh dengan Peraturan
Pemerintah Nomor 32 Tahun 2013 tentang Perubahan atas
Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2003 tentang Standar
Nasional Pendidikan {LLembaran Negara Repuhlik Indonesia Tahun
2013 Nomor 71, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 54 10};

. Peraturan Pemerintalh Nomor 47 Tahun 2008 tentang Waib

Belagar Pendidikan Dasar {Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2008 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nonmor 34863);

. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan

Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008
Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4864);

6. Peraturan...



Memperhatikan

Menetapkan

KESATU

5.

10.

£

12.

Peraturan Pemerintalh Nomor 73 Tahun 2008 tentang Guru
(Lembaran Negara Republik Indenesia Tahun 2008 Nomor 194,
ambahan Lembaran Negara Republik Indenesia Nor :

Tambahan | D Neg R biitk Indenesia Nomor 4941

. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan

dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5130) seoagaimana telah diubah
dengan Peraturan Pemerintah Nomoeor 66 Tahun 2010 tentang
Perubanan Atas Peraturan Pemerintalh Nomor 17 Tahun 2010
tentang Penpelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomaor 5157);

. Peraturan Menter: Pendidikan Nasional Nomor 24 Tahun 2007

Standar Sarana dan Prasarana Untuk Sekolah Dasar/Madrasah
Ibtidaivah, Sekolah Menengah Pertama/Madrasah Tsanawiyah,
dan Sekolah Menengah Atas/Madrasah Aliyah;

. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 15 Tahun 2010

tentang Standar Pelayanan Minimal Pendidikan di

- Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah menjadi Peraturan

Menteri Pendidikan dan Kebudavaan Nomor 23 Tahun 2013
tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pendidikan Nasional
Nomor 15 Tahun 2010 tentang Standar Pelayanan Minimal
Pendidikan di Kabupaten /Kota;

Peraturan Menter! Agama Nomor 2 Tahun 2008 tentang Standar
Kompesensi Lulusan dan Standar Isi Pendidikan Agama Islam dan
Bahasa Arab di Madrasah;

Peraturan Menteri Agama Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengawsas
Madrasali dan Pengawas Pendidikan Agama Islam pada Sekolah
(Berita Neguara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomer 206)
sebagatmana telah diubah dengan Peraturan Mentert Agama
Nomeor 31 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Mentert
Agama Nomor 2 Tahun 2012 entang Pengawas Madrasah dan
Pengawas Pendidikan Agama Islam pada Sexolah (Berita Negara
Republik Indonesia Tahiin 20:3 Nomor 684,

Peraturan DMenteri Agama Nomor 90 Tahun 2013 rtentang
Penyelenggaran Pendidikan Madrasah (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2013 Nomor 1382);

}. Nota Dinas Pertimbangan dart Kepala Bidang Pendidikan
Madrasah Nomor: 10 Tanggal 13 Januari 2016;

2. Rekomendasi dari Kepala Kantor Kementerian Agama KOTA
PALEMBANG Nomor, 22 Tanggal 23 Desember 2015;

MEMUTUSKAN :

KEPUTUSAN MENTERI AGAMA TENTANG PEMBERIAN IZIN
OPERASIONAL PENDIRIAN RAUDHATUL  ATHFAL
USWATUN HASANAH KOTA PALEMBANG PROVINSI
SUMATERA SELATAN.

Memberikan izin operasional pendirian madrasah kepada

madrasah sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang

merupakan baglan tidak terpisahkan dar Keputusan ini.
KEDUA ...



KEDUA

KETIGA

KEEMPAT

KELIMA

Setelah jangka waktu 4 tahun, Kepala Madrasah yang
bersanglkutan wajib:

a, menyampaikan laporan perkembangan madrasah kepada
Kepala Kantor Kementerian Agama yang mermuat paling
sedikit perkembangan jumlah peserta didik, pelaksanaan
kuritkulum, pelaksanasn pemenuhan standar sarana
prasarana, dan pelaksanaan pemenuhan standar pendidik
dan tenaga kependidikan; dan/atau

b. mengajuikan pendaitaran visitasi akreditasi
sekolah/madrasah kepada BAP-S/M sesuat ketentuan
peraturan perundang-undangan.

Dalam hal perkembangan madrasah sebagaimana dimaksud
dalam Dikoum Kedua huruf a dinilal memenuh: stancar
pelayanan minimal penyelenggaraan pendidikan dan/atau
hasil akreditast sehagaimana dimaksud Diktum Kedua huruf b
mendapat perngkat minimal €, maka 1zin operasional
schagaimana dimaksud dalarm Diktum Kesatu tetap beriaku,

Dalam hal perkembargan madrasah sebagaimana dimaksud
dalam D:ktum Kedua hurui a dinidar memenuhl standar
peiavanan  mirimal penvelenggaraan pendidikan dan/atau
hasil akreditas] sebagaimana dimaksad Diktum Kedua hurd b
tidak mendapat peringkat minimal C, maka 1zin operasional
seocagaimana dimaksud dalam Diktum Kesatu dicabut,

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Palembang
pada tanggal 13 Januar: 2016

A.N. MENTER! AGAMA REPUBLIK INDONESIA
KEPALA KANTOR WILAYAH |
KEMENTERIAN AGAMA

OVINSI SUMATERA SELATAN ?"



LAMPIRAN

KEPUTUSAN MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 696

TENTANG

PEMBERIAN IZIN PENDIRIAN RAUDHATUL ATHFAL USWATUN HASANAH KOTA
PALEMBANG PROVINSI SUMATERA SELATAN

IDENTITAS MADRASAH YANG DIBERIKAN IZIN OPERASIONAL

1 {Nama Madrasah RA. USWATUN HASANAH
Nomor Statistik Madrasah 101216710066
3 |Alamat Madrasah ~[JL. ASRI I BLOK Q.5 NO. 14, SAKO KEC.

SAKO, KOTA PALEMBANG

4 |Nama Organisasi Penyelenggara |[YAYASAN MAJLIS TALIM USWATUN

HASANAH
5 (Akte Notaris Organisasi No, 14 / Achmad Syarifuddin, SH / 22
| Penyelenggara Agustus 2003
6 |Pengesahan Akte Notaris C - 584, HT.01.02. TH. 2005 / 26 April

Organisasi Penyelenggara 2006

===AJ, MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA
ZLERIAN SYEPALA KANTOR WILAYAH
CLEMENTERIAN AGAMA
~ %@H\HNSI SUMATERA SELATAN f’
I.rf,» i fun s 'tk,T" A .& !"4_;,‘
| RANTOR WA e
17 mmmnnamor

TR




